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ABSTRAK

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak di
minati oleh nasabah daripada produk-produk pembiayaan lain di PT. BPRS Bumi
Artha Sampang Cilacap. Namun, semakin banyak pembiayaan yang di berikan
maka semakin besar resiko yang di hadapi. Resiko tersebut berupa pembiayaan
tidak dapat dibayarkan tepat pada waktunya yang istilah lainnya pembiayaan
bermasalah. Untuk itu, PT. BPRS Bumi Artha Sampang melakukan upaya
menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut dengan cara restrukturisasi.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan
restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Bumi Artha Sampang
Cilacap dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan
restrukturisasi pada pembiayaan murabahah yang dilakukan di PT. BPRS Bumi
Artha Sampang Cilacap.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research), yaitu
kegiatan penelitian yang dilakukan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.
Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu sumber data
yang langsung diperolen dari kepala  bagian marketing, kepala bagian
administrasi pembiayaan dan nasabah PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal
ilmiah, dan literatur-literatur lainnya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara
observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data dianalisis dengan
menggunakan metode analisis deduktif.

Hasil dari penelitian = ini -menunjukan bahwa tahapan pelaksanaan
restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Bumi Artha Sampang
Cilacap dilaksanakan dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali) tanpa
mengubah plafon dan margin. Adapun pembebanan biaya dalam pelaksanaan
restrukturisasi dengan cara rescheduling adalah biaya riil yaitu digunakan untuk
membayar biaya materai, biaya notaris legalisasi, dan biaya asuransi. Sedangkan
dalam hukum ekonomi syariah pelaksanakan restrukturisasi pada pembiayaan
murabahah di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap diperbolehkan sebab
sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-
MUI/11/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Namun dalam
pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal jika merujuk pada Peraturan Bank
Indonesia Nomor 13/9/PB1/2011 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah di karenakan masih banyak nasabah yang tidak dapat
melaksanakan kewajibannya pasca restrukturisasi.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi,
Pembiayaan Murabahah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.l. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ t Te
& sa s es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
c kha’ Kh ka dan ha
5 Dal D De
5 zal z zet (dengan titik di atas)
#) ra R Er
B Zai z Zet
o Sin S Es
53 syin Sy es dan ye
" Sad s es (debna%f\:\lg ht)itik di
P dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah
L za' Z zet (dengan titik di bawah)

viii



¢ ‘ain koma terbalik keatas
'ﬁ gain Ge
) fa' Ef
S Qaf Qi
4 Kaf Ka
J Lam El
2 Mim Em
o Nun En
9 waw w
2 ha' Ha
3 hamzah Apostrof
S ya' Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek,

vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat

yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
_ fathah fathah A
- Kasrah Kasrah I
P damah damah U




2. Vokal Rangkap.
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama Huruf Nama Contoh Ditulis
Latin
fathah dan ya’ Al |adani bai’
&
fathah dan wawu | Au | adanu 15 ) ar-Riba

3. Vokal Panjang.
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya sebagai berikut:

fathal + alif ditulig Contoh QKQD ditulis wainkana

fathah + ya’ ditulis a Contoh % ditulis fansa

e — v ‘
kasrah + ya’ mati ditulis 1 Contoh L'fgu\-“ ditulis allazina

dammah + wawu mati ditulis @ Contoh s Yoz ditulis izt

C. Ta’ Marbiitah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

517 Ditulis maysarah
S onts

ilolas Ditulis mu ‘amalah

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

dans Ditulis ni ‘matullah




3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta
bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan h (h).
Contoh:

PR Al-murabahah

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

L .\IT Ditulis al-lazina

E. Kata SandangAlif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

C‘J\ Ditulis al-bay 'u

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

\:’55\ Ditulis ar-riba

F. Hamzah
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

ules | Ditulis akhta ' na
(.Qj (J Ditulis amwalakum
O Ol Ditulis wainkana
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syariah memiliki kegiatan
utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dengan
bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi’ah yad al-
damanah (titipan), dan mudarabah (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan
kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skema
pembiayaan, seperti skema jual beli / al bai’ (murabahah, salam, istisna’), sewa
(ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudarabah), serta produk pelengkap
yakni fee based service, seperti hawalah (alih utang), rahn (gadai), gard (utang
piutang), wakalah (perwakilan), kafalah (garansi bank).*

Di antara berbagai produk perbankan syariah di atas, produk jual beli
murabahah di perbankan syariah pada saat ini masih mendominasi dibandingkan
dengan produk bank syariah yang lain. Yang mana dalam statistik perbankan
syariah yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan tiga
akad pembiayaan syariah terlaris bertumbuh cemerlang yang dimulai pada Mei
2016, yaitu akad mudarabah, musyarakah dan murabahah yang mencapai Rp.
203,72 triliun dengan porsi akad murabahah sebesar 61%, kemudian disusul

musyarakah sebesar 31,7%, dan mudarabah sebesar 7,29%.2

! Ah. Azharuddin Lathif, “Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di
Indonesia”, Jurnal Ahkam, VVol. XII, no. 2, 2012, him. 69.

2 Dini Hariyati, “Tiga Akad Terlaris Pembiayaan Syariah Tumbuh Signifikan Mei 2016,
http://wwww.bing.com/search.pdf, diakses 12 Agustus 2019.



http://wwww.bing.com/search.pdf

Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan
tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama, kepastian
pembeli, di mana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali
sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, di mana bank syariah
dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya, dan ketiga,
pembiayaan murabahah akan lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.>
Selain itu, pembiyaan murabahah sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dijadikannya produk pembiayaan murabahah sebagai produk unggulan
mempunyai pengaruh besar terhadap minat masyarakat untuk mendapatkan
produk pembiayaan tersebut. Secara normatif dalam pasal 1 ayat (5) Undang-
Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menegaskan bahwa
pembiayaan merupakan salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah yang
bergerak dalam penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah.*

Piutang murabahah atau sering disebut pembiayaan murabahah
merupakan pembiayaan atau kegiatan penyaluran dana yang diberikan oleh bank
syariah terhadap konsumen dengan  sistem jual beli suatu barang dengan
menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan
kesepakatan para pihak.> Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan

dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan

® Faisal, “Restrukurisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Resiko
sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Dinamika
Hukum, Vol. 11, no. 3, 2011, him. 464-465.

* Andi Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), him. 345.

> Andi Soemitra, Bank & Lembaga, him. 351.



pembayaran angsuran selama jangka waktu yang di sepakati.’ Namun
pembiayaan yang diberikan kepada debitur selalu ada resiko berupa pembiayaan
tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan pembiayaan
bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).”

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada
dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.® Salah satu upaya untuk
menyelesaikan pembiayaan bermasalah lembaga keuangan syariah dapat
melakukan penyelamatan pembiayaan. Penyelamatan adalah suatu langkah
penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara
kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian
pembiayaan sehingga dengan memperingan Syarat-syarat pengembalian
pembiayaan tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk
menyelesaikan pembiayaan itu. °

Penyelesaian pembiayaan melalui tahap penyelamatan pembiayaan ini
dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan. Langkah
penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan ini diperlukan syarat paling
utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta
bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan lembaga keuangan karena
dalam penyelesaian melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi
yang ditawarkan lembaga keuangan untuk menentukan syarat dan ketentuan

restrukturisasi.*

® Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), him. 138-139.

" Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank (Bandung: Alfabeta, 2009), him. 263.

® Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), him. 66.

® Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank (Bandung: Alfabeta, 2009), him. 265-
266.

19 sytarno, Aspek-Aspek Hukum (Bandung: Alfabeta, 2009), him. 266.



Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh
bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami
kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang
berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akutansi Keuangan
bagi bank syariah."*

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan kepada pembiayaan yang
diberikan apabila berdasarkan evalusi ulang pembiayaan terdapat indikasi bahwa
usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini mampu untuk
memenuhi  kewajiban angsuran kepada bank setelah dilaksanakannya
restrukturisasi.

Dasar hukum dilaksanakan restrukturisasi adalah pasal 36 Undang
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang di dalamnya
menentukan :*?

Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya,

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang

tidak merugikan Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal di atas secara tegas menyebutkan bahwa setiap pembiayaan
maupun kegiatan usaha harus dilakukan dengan cara tidak merugikan bank
syariah ataupun nasabah, dengan kata lain bank syariah diperbolehkan untuk

melakukan cara-cara pembiayaan untuk menghindari resiko, termasuk

1 Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), him. 86.

12 Faisal, “Restrukurisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Resiko
sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Dinamika
Hukum, Vol. 11, no. 3, 2011, him. 466.



melakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan sehingga bank syariah dan
nasabah tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, lihat juga pada
Butir I, angka (3) SEBI No. 10/34/DPBS/ 2008, restrukturisasi pembiayaan
tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, penjadwalan kembali
(rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau
jangka waktunya. Kedua, persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan
sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Ketiga, penataan kembali
(restructuring), yaitu perubahahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada
rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: penambahan dana
fasilitas pembiayaan bank dan konversi akad pembiayaan®

Salah satu praktik restrukturisasi pembiayaan untuk mengatasi
pembiayaan bermasalah juga dilakukan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang
Cilacap yang beralamat di Jalan Tugu Barat, No. 39 Sampang, Kabupaten
Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Di mana dalam pelaksanaan restrukturisasi
pembiayaan murabahah yang bermasalah PT. BPRS Bumi Artha Sampang
Cilacap diselesaikan dengan menggunakan cara rescheduling (penjadwalan
kembali). " 'Rescheduling “merupakan restrukturisasi - dilakukan dengan
memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa
kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau

Unit Usaha Syariah."* Di sini, PT. BPRS Bumi Artha Sampang dalam

'3 Faisal, “Restrukurisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Resiko
sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Dinamika
Hukum, Vol. 1. No. 3. 2011, him. 485.

14 Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), him. 88.



melakukan rescheduling hanya mengubah jangka waktu pembayaran tanpa
mengubah plafon dan margin.™

Restrukturisasi dengan menggunakan model rescheduling ini berarti
BPRS memberikan keringanan kepada nasabah dalam mengangsur
kewajibannya kepada BPRS. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa jika
seseorang yang mempunyai hutang dan dalam keadaan sulit maka kewajiban
orang yang memberi hutang menunggu sampai ia mampu untuk melunasinya.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-
Bagarah (2): 280, yaitu:
oyl 8 o) 55 s o i 1S il 5 o
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.'®
Ayat di atas dengan jelas memerintahkan terhadap orang yang memberi
hutang untuk memberikan tenggang waktu kepada orang yang mempunyai
hutang dan telah jatuh tempo tetapi dalam keadaan kesukaran atau kesulitan
sampal 1a dapat mengembalikan hutangnya. Lebih ‘jauh lagi ayat di atas
menyebutka bahwa lebih baik dan mulia bagi orang yang memberikan hutang
untuk merelakan hartanya kepada orang yang berhutang.
Namun dalam pelaksanaannya, restrukturisasi di PT. BPRS Bumi Artha
Sampang Cilacap tidak selalu berjalan dengan lancar. Di mana dalam

restrukturisasi masih saja terdapat nasabah yang tidak dapat melaksanaan

40.

!> Muhammad A. Lathif, wawancara (27 Juni 2019).
'8 Departemen Agama, al Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), him.



kewajibannya. Terhitung per bulan Juni 2019 saja pada 104 nasabah yang
dilaksanakan restrukturisasi terdapat 56 nasabah yang tidak dapat melaksanakan
kewajibannya dalam restrukturisasi. Dan hal tersebut cukup mengganggu
pendapatan margin bagi PT. BPRS Bumi Artha Sampang.!” Merujuk pada
Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan
Bank Indonesia No 10/18/PBI1/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan pedoman bahwa pelaksanaan
restrukturisasi pembiayaan di bank syariah dan Unit Usaha Syariah harus
berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di
perbankan syariah di Indonesia, dengan tetap berpedoman pada pinsip syariah.*®

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin
mengetahui pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT. BPRS
Bumi Artha Sampang Cilacap apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang
menjadi landasan perbankan syariah di Indonesia atau tidak. Sehingga, peneliti
merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian
skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksaanan
Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di PT. BPRS Bumi

Artha Sampang Cilacap).

Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul
penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan

judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah :

7 Faoziyah, wawancara (4 Juli 2019).
'8 Khotibul Umam, Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), him. 221.



1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan
peraturan terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antara subjek
hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak
komersial berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah.*

2. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank
dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan
untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku
yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akutansi Keuangan bagi
bank syariah.?

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan kepada pembiayaan yang
diberikan apabila berdasarkan evalusi ulang pembiayaan terdapat indikasi
bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini
mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank setelah
dilaksanakannya restrukturisasi.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan suatu akad atau perjanjian yang
disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan
pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang

dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga

9 Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang
tentang Perbankan Syariah”, Asy-Syariah, Vol. 20, no. 2, 2018, him. 147.
20 Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him. 84.



jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang

ditentukan.?*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan suatu permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimana Pelaksanaan Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di
PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan
Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Bumi Artha

Sampang Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pada
pembiayaan murabahah di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap
pelaksanaan. restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS
Bumi Artha Sampang Cilacap.
2. Manfaat penelitian
a. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah
keilmuan Islam serta informasi mengenai pelaksanaan restrukturisasi

pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Bumi Artha Sampang

2! Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015),
hlm. 20-21.
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Cilacap. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan
acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

1) Bagi penulis, memberikan manfaat dalam menambah wawasan,
penerapan dan mengembangkan teori ilmu yang telah diperoleh
selama perkuliahan dan mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan
khususnya mengenai pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan
murabahah di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

2) Bagi akademisi, memberikan referensi dan saran pemikiran dalam
menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat bagi bahan
perbandingan bagi penelitian yang lain.

3) Bagi industri BPRS, memberikan bahan pertimbangan dalam rangka
pelaksanaan  penyelesaian ~ pembiayaan  bermasalah  atau
restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akutansi
Keuangan bagi bank syariah.

4) 'Bagi masyarakat, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang

pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di BPRS.

E. Kajian Pustaka
Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang
sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan
penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya

duplikasi terhadap penelitian ini. Kajian pustaka digunakan untuk
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mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti
ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Di antara beberapa kajian yang
relevansi dengan judul diatas adalah :

Skripsi Putri Andini yang berjudul “ Implementasi Peraturan Bank
Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan di PT.

BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang” %

, menjelaskan bahwa penyelesaian
pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Harmoni Semarang kurang sesuai
dengan Peraturan Bank Indonesia karena nasabah harus meminjam ke bank lain
untuk menutup kewajibannya.

Tugas akhir Fahmi Al Musyarofah yang berjudul “Penerapan
Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad Musyarakali’, menjelaskan
pada pelaksanaan restrukturisasi di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto hanya
menerapkan restrukturisasi dalam bentuk rescheduling, karena rescheduling
dianggap cara yang paling tepat dan sesuai untuk menyelesaikan permasalahan
nasabah.”®

Skripsi Intan. Astriantini yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan

Bermasalah dengan Sistem Ballon Payment di  Bank. Syariah Mandiri KC

Cicurung”, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan restrukturisasi dengan cara

22 putri Andini “Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang
Restrukturisasi Pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang”, Skripsi, Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

2 Fahmi Al Musyawaroh , “Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad
Musyarakah”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto, 2018.
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nasabah membayar pembiayaan kecil di awal dan besar di akhir hal tersebut di
karenakan tidak adanya perpanjangan jangka waktu pembiayaan.?*
Untuk kemudahan dalam memahami

perbedaan dari penelitian

penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini

penyusun buat tabel sebagai berikut:

Table 1.1
Penelitian terdahulu
Nama Judul Skripsi Persamaan Perbedaan
Putri Implementasi ~ Peraturan | Membahas Penelitian ini
Andini Bank Indonesia Nomor: | restrukturisasi | membahas tentang
13/9/2011 tentang | pembiayaan kesesuaian
Restrukturisasi bermasalah pelaksanaan
Pembiayaan  di BPR restrukturisasi
Syariah Harmoni dengan Peraturan
Semarang Bank Indonesia
Fahmi Al | Penerapan Restrukturisasi | Membahas Penelitian ini
Musyarofah | Pembiayaan  Bermasalah | restrukturisasi | membahas tentang
pada Akad Musyarakah pembiyaan pelaksanaan
bermasalah restrukturisasi pada
akad musyarakah,
hanya membahas
pelaksanaannya
saja.
Intan Restrukturisasi Membahas Penelitian ini
Astriantini - | Pembiayaan -~ Bermasalah | restrukturiasi membahas tentang
dengan Sistem - Ballon | pembiayaan pelaksanaan
Payment di Bank Syariah | bermasalah restrukturisasi
Mandiri KC Cicurung pembiayaan
dengan ballon
payment

F. Sistematika Pembahasan
Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga

nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka peneliti

2% Intan Asriantini, “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dengan Sistem Ballon Payment
di Bank Syariah Mandiri KC Cicurung”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dijati
Bandung, 2018.
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sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan
skripsi ini sebagai berikut®;

Bab | Pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang
masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian
pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Il Landasan teori tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang
meliputi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, prinsi-prinsip analisis
pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, penetapan kualitas
pembiayaan. Kemudian dijelaskan juga pengertian restrukturisasi, dasar hukum,
bentuk-bentuk restrukturisasi, prinsip restrukturisasi, syarat restrukturisasi, dan
tata cara restrukturisasi. Selain itu dijelaskan juga mengenai konsep pembiayaan
murabahah yang meliputi pengertian murabahah, dasar hukum murabahah,
rukun dan syarat murabahah, pandangan ulama terhadap kebolehan murabahah,
dan skema pembiayaan murabahah.

Bab 1Il Metode penelitian dari skripsi ini yang berisi mengenai jenis
penelitian dan metode penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian,
subjek, objek dan batasan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,
dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan penelitian dari skripsi ini yang berisi gambaran umum
objek penelitian, pelaksanaan restrukturisasi dalam pembiayaan murabahah,
serta pembahasan dari tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan
restrukturisasi pada pembiayaan murabahah.

Bab V Penutup yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan

jawaban rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

% Agus Sunaryo dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
(Purwokerto: Fakultas Syariah,2019), him. 13.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai Pelaksanaan
Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Bumi Artha
Sampang Cilacap, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan di PT. BPRS Bumi
Artha Sampang Cilacap dilakukan dengan cara murabahah bil wakalah.
Sehingga kemungkinan nasabah membelanjakan uang tersebut tidak sesuai
dengan apa yang di maksud oleh bank rentan terjadi. Dan hal tersebut juga
dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu,
untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut bank melakukan
restrukturisasi. Di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap proses
restrukturisasi dilaksanakan dengan cara rescheduling (penjadwalan
kembali) dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Adapun
pembebanan biaya dalam _pelaksanaan _restrukturisasi _dengan cara
rescheduling adalah biaya riil yaitu digunakan untuk membayar biaya
materai, biaya notaris legalisasi, dan biaya asuransi. Tetapi jika dilihat dari
contoh pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah dengan cara
rescheduling yang dilakukan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap
cenderung seperti pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan
mudarabah. Kemudian dalam pelaksanaannya, restrukturisasi yang di
laksanakan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap masih saja terdapat

nasabah yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah di

90



91

laksanakan restrukturisasi. Hal tersebut dikarenakan kesalahan account
officier dalam melakukan analisis. Hal tersebut bisa dilihat pada nasabah
tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dikarenakan mengalami
penurunan pendapatan. Selain itu, karakter dari nasabahnya sendiri yang
enggan untuk menyelesaikan kewajibannya. PT. BPRS Bumi Artha
Sampang Cilacap melakukan musyawarah dengan nasabah untuk
mengatasi pelaksanaan restrukturisasi yang bermasalah tersebut. Apabila
tidak ada itikad baik dari nasabah kemudian pihak BPRS akan
memberikan SP (Surat Peringatan) satu sampai dengan SP (Surat
Peringatan) tiga. Dan jika surat peringatan tersebut tetap diabaikan, maka
pihak BPRS melakukan lelang jaminan.

Dalam prespektif hukum ekonomi syariah pelaksanaan restrukturisasi pada
pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Artha
Sampang Cilacap kepada nasabahnya diperbolehkan (ibahah). Hal ini
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur’an, hadis
dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/I1/2005 tentang
Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Namun, pada pelaksanaannya
belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
13/9/PBI/2011 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/18/PBI1/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah
dan Unit Usaha Syariah dikarenakan masih ada saja nasabah yang tidak
dapat memenuhi kewajibannya meski telah dilaksanakan upaya

restrukturisasi.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan, ada beberapa
catatan sebagai saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Kepada PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, perlu dimaksimalkan
lagi pelaksanaan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No.
10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah
dan Unit Usaha Syariah dalam pelaksanaan restrukturisasi pada
pembiayaan murabahah sehinga tidak terdapat lagi nasabah yang tidak
mampu melaksanakan kewajiabnnya setelah restrukturisasi.

2. Kepada Nasabah PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap agar
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati

dengan pihak PT. BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.
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